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DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

LA
OUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf
b dan huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilu;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d,
Pasal 3 ayat (2) huruf b, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

Undang—-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun
1950),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011  tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Paratiiran Pemerintah Nomor 232 Tahun 1950 tentana
Feraturan remennian Nomor Jaz tanun a0 enang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 (Berita Negara Rl Tahun 1850 Nomor 59);

FPeraturan FPemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentaing
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4480), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemenntan Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Renublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865),

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008
dan Peraturan Komisi Pemilithan Umum Nomor 37 Tahun
2008 dan telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilthan Umum
Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana
Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 37 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
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Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas
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Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013,
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Tanggal 29 Aprii 2012 tentang Penetapan Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umu Bupati
dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  KABUPATEN
BANYUMAS TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2013.

Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Banyumas Tahun 2013 terdapat dalam Lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Jenis Formulir Seleksi dan Penetapan Calon Anggota
PPK/PPS/KPPS/PPDP terdapat dalam Lampiran Il yang merupakan

bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  : Purwokerto
Pada Tanggal :29 April 2012

Salinan sesuai dengan aslinya KETUA
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS Ttd

~Hasubba

ukum,

AAN ROHAENI

; - SIGIFBUDIVANTO jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas
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/ .
Lampiran | : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banyumas
Nomor . 05/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012
Ta_nggal . 29 April 2012

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK),
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)

DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

PENDAHULUAN

Dalaim rangka menyelenggarakan pemiiinan umuin Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun
2013, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS),
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
(PPDPY;

Pedoman teknis pembentukan Badan Penyelenggara bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),
Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 ini disusun untuk
mempersiapkan proses pembentukan, perekrutan, seleksi, penetapan dan pelantikan.

TUJUAN

1.

2.

NI

)

Bagi KPU Kabupaten Banyumas sebagai pedoman dalam mempersiapkan pro
pembentukan, penetapan dan pelantikan PPK dan PPS di wilayah kerjanya;

Bagi PPK, sebagai pedoman dalam mempersiapkan proses pelantikan PPS di wilayah kerjanya;
Bagi PPS, sebagai pedoman dalam mempersiapkan proses perekrutan Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih (PPDP) dan proses pembentukan, penetapan dan pelantikan KPPS;

Sebagai pedoman bagi pihak yang berkepentingan.

ses seleksi,

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, selanjutnya disebut Pemilu
Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di
Kabupaten Banyumas untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Banyumas masa jabatan 2013-
2018 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dewan Perwakiian Rakyat Daerah yang seianjutnya disebut DPRD adaiah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten
Banyumas adalah lembaga nenvelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Rupati Banyumas;

Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU
Kabupaten Banyumas untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Banyumas Tahun 2013 di tingkat kecamatan dan bersifat sementara;

Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU
Kabupaten Banyumas untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Banyumas Tahun 2013 di tingkat desa/kelurahan dan bersifat sementara;

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok
yang dibentuk oleh RI*S. lsRig. famel/ liad(PaKabijaten Banyumas untuk menyelenggarakan

namunatitan euara dalam Pemilit Runati dan Wakil Runati Ranvimas Tahun 2012 di temnat



7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjunya disebut PPDP adalah petugas yang
dibentuk cleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Banyumas untuk menyelenggarakan
pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun
2013 dan bersifat sementara.

KEANGGOTAAN
1. PPK

a. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi
nersyaratan yang telah ditentukan;

b. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Banyumas;

¢. Komposisi keanggotaan PPK dapat memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-
kurangnya 30%.

2. PPS

a. Anggota PPS berjumiah 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat, yang memenuhi
persyaratan,

h. Anggota PPS diangkat oleh KPU Kahupaten Ranyumas atas usul bersama Lurah/Ken
dan Dewan Kelurahan/Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan keterwakilan
perempuan 30%.

3. PPDP

a. PPDP terdiri dari 1 (satu) orang untuk setiap TPS;

b. PPDP dapat berasal dari perangkat kelurahan atau RT atau RW atau warga masyarakat
setempat, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PPS yang bersangkutan.

4, KPPS

a. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari warga sekitar TPS dan yang
memenuhi syarat yang ditentukan;

b. Anggota KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Banyumas;

c. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan ke KPU Kabupaten
Banyumas.
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PERSYARATAN

o

warga negara Indonesia;

berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat akhir pendaftaran;

setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;

e. tidak menjadi anggota partai politk yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau
sekurang-kurangnya dalam jangka wakiu 5 {lima) tahun tidak lagi menjadi anggota parta
politk yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politk yang
bersangkutan;

berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;

sehat jasmani dan rohani;

pendidikan minimal SLTA atau sederajat bagi PPK dan PPS;

tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempercleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
5 (lima) tahun atau lebih; dan

j. tidak menjadi anggotakiin. Sokédd FesanfanGalon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun
2013
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F.

m. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu

2. Calon anggota PPDP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia;
b. Bisa baca tulis
c. Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik.

PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN PPK DAN PPS
1. PPK
a. Bakal calon anggota PPK mengajukan surat permohonan/iamaran kepada KPU Kabupaten
Banyumas dan mengisi formulir yang telah disediakan;
b. Bakal calon anggota PPK dinyatakan sah sebagai calon, apabila memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
1) mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK;
2) dinyatakan lulus seleksi administrasi;

kpl} l(gbunafen anjmmae melakeanalan Teg Wawancara terhada na!on anggofa PPK

untuk menghasilkan 10 orang calon anggota PPK pada masing-masing Kecamatan dan
menetapkan 5 (lima) peringkat teratas menjadi anggota PPK;

d. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya
30% (tiga puluh per seratus).

o

2. PPS

a. Bakal calon anggota PPS mengajukan surat permohonanflamaran kepada KPU Kabupaten
Banyumas dapat melalui Lurah/Kepala Desa setempat dan mengisi formulir vang telah
disediakan;

b. Apabila sampai dengan batas waktu penutupan pendattaran jumlah bakal calon anggota PPS
kurang dari 6 (enam) orang, maka KPU Kabupaten Banyumas memberikan perpanjangan
waktu pendaftaran selama 3 hari

¢. Dalam masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ di atas, bakal
calon anggota PPS dapat mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPS melalui

nncall(nlurghcm rlgn atau mnlollu DDl( rhlmnlnmn:m kecamatan mnemn masing:
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d. PPK atas nama KPU Kabupaten Banyumas melakukan seleksi administrasi dan seleksi
wawancara untuk memilih 3 (tiga) orang calon anggota PPS untuk ditetapkan dan diangkat
oleh KPU Kabupaten Banyumas;

e. Bakal calon anggota PPS dinyatakan sah sebagai calon, apabila memenuhi ketentuan sebagai
berikut:

1) mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPS;
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f Tes wawancara diselenggarakan oleh PPK atas nama KPU Kabupaten Banyumas;

g. Berdasarkan hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf e, PPK menetapkan
urutan calon anggota PPS dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten Banyumas untuk
ditetapkan;

h. Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya
30% (tiga puluh per seratus);

i. Apabila ketentuan huruf d diatas fidak terpenuhi, maka KPU Kabupaten Banyumas
memerintahkan kepada PPK untuk menetapkan 3 (tiga) calon anggota PPS yang memenuhi
syarat undang-undang, untuk ditetapkan dan diangkat oleh KPU Kabupaten Banyumas.

3. KPPS “jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

a. Dalam membentuk KPPS. PPS melakukan rekruitmen calon anaaota KPPS di wilavah



1) Pengumuman seleksi anggota KPPS di tiap RW di wilayah kerjanya;

i lrei adminictraci-
2) Menerima pendaftaran dan melakukan seleksi administrasi;

3) Mengumumkan calon anggota KPPS terpilih.
¢. Bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh
KPU Kabupaten Banyumas.
4. PPDP
a. PPS yang telah dilantik, sebelum membentuk KPPS di wilayah kerjanya mengangkat PPDP

sebanyak 1 {satu) crang di tiap TPS;

bh. Perekrutan PPDP dilaksanakan oleh PPS mulai 14 Agustus 2012 sampai dengan 20
Agustus 2012;

¢. PPS dalam hal melakukan perekrutan PPDP, harus berkoordinasi dengan Kepala
Desa/Lurah dan RW setempat;

d. PPS dalam hal melakukan perekrutan PPDP, dapat berasal dari perangkat Desa/Kelurahan

atau RT atau RW atau warga setempat;

Sehelum calon PPDP ditetapkan diminta unfuk mengisi surat pernyataan bermeteral dan

melampirkan Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;

f. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Banyumas menetapkan PPDP yang jumlahnya
sesuai dengan jumlah TPS di wilayah kerja PPS yang bersangkutan secara kolektif;

g. Paling lambat pada tanggal 20 Agustus 2012 PPDP sudah ditetapkan oleh PPS;

h. PPS melaporkan hasil penetapan PPDP kepada KPU Kabupaten Banyumas melalui PPK.

o

G. TAHAPAN SELEKSI PPK DAN PPS

1 Danmimunman

1. Pengumuman
KPU Kabupaten Banyumas mengumumkan tentang pendaftaran anggota PPK dan PPS di Kantor
KPU Kabupaten Banyumas, Kantor Kecamatan dan Kantor Desa/Kelurahan serta website KPU
Kabupaten Banyumas. Dalam pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS, wajib
disebutkan:

Persyaratan Anggota PPK dan Anggota PPS;

Masa tugas PPK dan PPS;

Uang honerarium tiap bulan;

9 Ld ’

Bantuan Fasilitasi dari KPU Kabupaten Banyumas bagi calon Anggota PPK dan PPS setelah
dinyatakan lulus seleksi, yaitu :

Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Banyumas dan Purwokerto.
e. Materi tes tertulis dan wawancara.

2. Pengambilan formulir dan Pendaftaran
Bakal calon anggota PPK mengambil formulir pendaftaran di kantor kecamatan setempat atau di
Kantor KPU Kabupaten Banyumas, sedangkan bakal calon anggota PPS dapat mengambil di
kantor desa/kelurahan masing-masing.
Pendaftaran calon anggota PPK dan PPS dilakukan dengan menyampaikan:
Surat lamaran dengan dilampiri:
1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;

2) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;

AN Curat narnuatnaan cahanaimaona nlimglzsnrl dalam lamniran lkan
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PPK/PPS/KPPS) yang menyatakan :
a) sefia kepadaRancaniasehagalDasahNagaisdindang- Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945;

2o o
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¢) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
d) berdomisili di wilayah kerja PPK/PPS yang bersangkutan (Model F5 - PPK/ PPS/ KPPS);
e) bersedia untuk menerima dan menjalankan keputusan KPU Kabupaten Banyumas
sebagai keputusan final dan mengikat; dan
4) Daftar Riwayat Hidup, sebagaimana dimaksud dalam [ampiran keputusan ini (Model F1 -

PPK/PPS/KPPS/PPDP);

5) Surat Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dari Puskesm
(bagi calon anggota PPK dan PPS terpilih) (Model F3 - PPK/IPPS/KPPS);

6) Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri (bagi calon anggota
PPK dan PPS terpilih) (Model F4 - PPK/PPS/KPPS);

7) Surat ljin dari pejabat pembina kepegawaian atau atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil
(Model F6 - PPK/PPS/KPPS). Ketentuan ini berlaku bagi calon yang berstatus PNS.

3. Penerimaan dokumen pendaftaran

Crirat lamaran bcenrfa [amniran dimacnllea
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a. Dikantor KPU Banyumas untuk PPK;
b. Dikantor desa/kelurahan dan atau Kantor Kecamatan masing-masing untuk PPS.
4. Seleksi Administrasi

a. Seleksi administrasi dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi
bakal calon anggota PPK dan PPS;
b. Pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Banyumas dan

di Kantor Desa/Kelurahan masing-masing.

5. Pengumuman
Pengumuman nama-nama calon anggota PPK dan PPS hasil seleksi administrasi dan seleksi
wawancara disusun menurut abjad.

6. Tes Wawancara serta Penetapan
a. PPK ,

1) Tes wawancara terhadap calon anggota PPK meliputi aspek-aspek :

a) Pemahaman terhadap aturan pemily;

b) Integritas dan komitmen;

¢) Kemampuan personal;

d) Kewilayahan, keorganisasian dan ketokohan;
e) Rekam jejak.

2) Berdasarkan hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 1), KPU Kabupaten
Banyumas menghasilkan 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK pada masing-masing
Kecamatan dan menetapkan 5 (lima) peringkat teratas menjadi anggota PPK.

b. PPS

1) Tes wawancara terhadap calon anggota PPS meliputi aspek-aspek:

a) Pemahaman terhadap aturan pemily;

b) Integritas dan komitmen;

¢) Kemampuan personal;

d) Kewilayahan, keorganisasian dan ketokohan;
e) Rekam jejak. .

2) Berdasarkan hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 1), KPU Kabupaten
Banyumas menetapkan 3 (tiga) orang anggota PPS dari peringkat nilai pertama, kedua, dan
ketiga.

n lka dalam am
(SEANIRVIFZIRR I * IR R
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H. TATAKERJA

A

i iat va dmlmnin nlah calkrotaric dari
Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu cleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretans dan

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;

. PPK melalui KPU Kabupaten Banyumas mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK kepada

Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan
Keputusan Bupati;

. Pegawai sekretariat PPK terdiri dari:

a. seorang sekretaris,

b. secrang staf urusan tata usaha keuangan.

Personil sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan huruf ¢, diangkat dan
diberhentikan oleh Sekretaris PPK;

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS yang terdiri dari 1 (satu) orang
sekretaris PPS yang diangkat oleh Kepala Desa/Lurah dan 1 (satu) orang staf sekretariat PPS
yang diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris PPS;

PPK dan Sekretaris PPK memberikan arahan dan petunjuk kepada Ketua dan Anggota PPS
berkaitan dengan tugas-tugas penyiapan dan penyusunan data pemilih, perekrutan Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih, keanggotaan KPPS dan tugas administratif dalam pengelolaan
keuangan di PPS;

Dalam rangka ketertiban, kerapian, pengendalian dan penyelesaian administrasi keuangan di
PPS, KPU Kabupaten Banyumas bersama PPK dan Sekretariat PPK melakukan pendampingan.

I LAIN-LAIN

1.

Bentuk dan jenic formulir untuk keperluan seleksi dan perekrutan anggeta PPK, PPS, KPPS dan
PPDP sebagaimana tercantum pada lampiran pedoman teknis ini;
Penggandaan formulir sebagaimana angka 1 (satu) di atas, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
Banyumas;

Dalam pelaksanaan perekrutan calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten Banyumas
memperhatikan personil yang dapat mengoperasionalkan komputer;

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan/atau perangkat desa serta tenaga kontrak yang anggarannya

harao'ﬂ H'Jn ADD'\I maunun ADRN vang ql/an mendaftar mcmf:rh anoaota DDV rlan DDQ harun
1 LA AL P v W , H T IR 1Enet J l|5s\.ll.u 1t

mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan/atasan langsung.

J. PENUTUP

1

L

S8

' . ~,|{,__1 supvantojdin.kpu.go.id/jateng/banyumas
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Banyumas Tahun 2013 yang terdiri dari PPK, PPS‘ KPPS dan Petugas Pemutakhlran Data Pemmh,
melalui seleksi dan/atau perekrutan, KPU Kabupaten Banyumas tetap perlu berkoordinasi dengan
Bupati, Camat, Kepala Desa/lLurah (atau sebutan lainnya), serta pemangku kepentingan lainnya,
agar proses tersebut dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan, serta
menjamin berlangsungnya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013,

Pedoman teknis ini diharapkan menjadi pegangan bagi KPU Kabupaten Banyumas, PPK dan PPS,
sehingga terdapat pemahaman yang sama berkenaan dengan pembentukan Badan Penyelenggara

untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU

A2 X Ditetapkan di : Purwokerto
EABUPATEN BANYUMAS Pada Tanggal : 29 April 2012
Hasuhbay ukoam,
KETUA

Ttd

AAN ROHAENI



Lampiran |l : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas

Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012
Tanggal : 29 April 2012

JENIS FORMULIR SELEKSI
DAN PENETAPAN CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS/PPDP

. Daftar Riwayat Hidup (Model F1- PPK/PPS/KPPS/PPDP);

2. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasiia sebagai Dasar Negara, Undang-Undang -

Dasar 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, tidak menjadi
anggota/pengurus partai politik, cakap berbicara, membaca dan menulis dalam
Bahasa indonesia, tidak akan menjadi Tim Kampanye dan/atau Juru Kampanye,
tidak akan menjadi Panitia Pengawas dan Pemantau, dalam keadaan sehat dan tidak
pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena meiakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model F2 - PPK/PPS/KPPS);

. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas setempat (Model F3 - PPK/ PPS/ KPPS),

}. Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model F4 - PPK/ PPS/ KPPS). ;

. Surat Keterangan Tempat Tinggal di wilayah kerja PPK yang bersangkutan (Modei

F5 - PPK/ PPS/ KPPS),

. Surat ljin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan Langsung dari Pegawai

= o PRI

Negeri Sipii (Modei F6 - PPK/ PPS/ KPPS).

Ditetapkan di  : Purwokerto
Pada Tanggal :29 April 2012

KETUA
Salinan sesual dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU Ttd
KABLIPATEN BANYUMAS
~RasubbagHukum, AAN ROHAENI

_siaBUDIYANTO - jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas



MODEL F1 - PPK/PPS/KPPS/PPDP *) H
- B
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama Lengkap L e e e e a—e e e e e et e et e e eta e e aanae e
Tempat/Tanggal Lahir e e e e e e e aaaaaes
~ Alamat Tempat Tinggal S USSR PRUOTPRRPRIY
Telp: oo
Jenis Kelamin L e et e eeeeteeeeiteeeeheeeesseeeeeeeeesieeesteeesateeeeenteeaenetaaeaaeeeaaees
Agama U SIS TOTU PR RRO
Status Perkawinan . a. Belum / sudah / pernah kawin *)
b. Nama Istri / Suami .......................... *)
c. Jumlah anak................................... orang
Pekerjaan sekarang L e e e e e e e n et e e e e e rae e,
Riwayat Pekerjaan **) ;
B ettt e e et ettt et e b et e et e r e e
D e
G ettt ettt e h et e b et e et e et et e e e et aeene e e ns
e e,
Riwayat Pendidikan **) R T USRS O R RO
B, e
G ettt et h e te et e be et e e s at et eaee e
Qe e,
B et et h e ettt eb e e
Riwayat Organisasi **) LB e e e,
D e
G ettt ettt et a e e eas b e te et e et e e eateeae et e eeee e,
e e,
B ettt h et et e eaa e e ae ettt r e e et e e raesaenbe e
Riwayat Pekerjaan dan alamat | ...

Pekerjaan s

Demikian Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan
syarat sebagai calon PPK/PPS/KPPS/PPDP*) dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia

menanggung akibat hukumnya.

Banyumas, 2012
Pas photo Yang membuat pernyataan
Ukuran
4X 6 e

Keterangan :

*) Coret yang tidak periu

**) Apabila tidak mencukupi dapat digunakan lembaran tambahan sebagai lampiran daftar riwayat
hidup

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas



MODEL F2 - PPK/PPS/KPPS

eE—

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap PP UOOUPPRTRUO

Tempat/Tanggal Lahir | ..ot

Pekerjaan L ettt heteeeeeeeeeeoietseeeeeeetsteeseaeeeeeatssesaeeeeeasaeeeeeaeenreaeaeaaeetaaaeeinees

Alamat Tempat Tinggal 1 ..o e

~ Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

a." Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Cita-cita
Proklamasi 17 Agustus 1945.

b. Tidak menjadi pengurus partai politik di Indonesia di tingkat manapun,

c. Adalah sebagai warga Negara Republik Indonesia :
1) Agama UV URRN
2) Pendidikan e e Lulusan dari sekolah

/Perguruan Tinggi..........ccoocoevvvvernnnnn,

3) Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia

d. Tidak akan menjadi tim kampanye dan/atau juru kampanye pasangan calon manapun pada

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

Tidak akan menjadi panitia pengawas dan pemantau,

Dalam Keadaan Sehat

g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih.

oo

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti
pemenuhan syarat calon PPK/PPS/KPPS dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia
menanggung akibat hukumnya.

Banyumas, 2012
Yang membuat pernyataan

Materai

Rp. 6000,-

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas



MODEL F3 - PPK/PPS/KPPS I[
e S I
SURAT KETERANGAN SEHAT

Pemeriksa kesehatan jasmani, menerangkan bahwa :

FUINAMA et e e

2. Jenis kelamin e ettt e b e e e et e e s et e et ettt en b ent e te b ae e en e er e

3. Tempat dan tanggal et ettt et et e a et e e be et areeasa e aae s e e et e e aeeaeas
fahir/umur e eeeveeeeeeee e ed L. Tahun;

4. Pekerjaan U L

5. Alamat tempat ting@al I ..ot

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kesehatan atas nama tersebut diatas pada saat ini

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti

) Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.
) pemenuhan syarat calon PPK/PPS/KPPS .

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas



MODEL F4 - PPK/PPS/KPPS

SURAT KETERANGAN

NOMOL & oo

Ketua Pengadilan Negeri ..............cceoeeeennn. , menerangkan bahwa :
1. Nama U USSP TOTURTOPURTRP
2. Tempat/Tgl Lahir AAMUL ..ot e s
3. Kebangsaan L e ettt ea et ettt n et ea e et et e
4. Jenis Kelamin PP
5. Pekerjaan ettt ehe ettt eat et bees e teente s erae et e eaaeneeentee s e nree s neae e
6. Alamat tempat ting@al & ...

Berdasarkan penelitian, nama tersebut pada saat ini :
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5

(lima) tahun atau lebih;

Surat keterangan ini dibuat untuk keperluan pemenuhan syarat calon Anggota

PPK/PPS/KPPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyunas Tahun 2013.

Dibuat di =

padatanggal ............ ...

Ketua Pengadilan Negeri

Keterangan :
*) Coret vang tidak perlu

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas



MODEL F5 — PPK/PPS/KPPS H
ww_»—w——'—-—-mﬁ

SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

Kepala Desa/Lurah .............c.ooo , Kecamatan ..o,
Kabupaten Banyunas , Provinsi Jawa Tengah.

Menerangkan bahwa :

1. Nama

Z. Tempat dan tangg@al [ .o et e

lahir/unur ceeeeereemeneeeeeeeene e d o Tahun;

. Jenis Kelamin

(8]

i

. Pekerjaan

Lh

. Alamat tempat tinggal

Adalah benar bertempat tinggal di Desa/Kelurahan *)

Kecamatan ..o Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Dengan nomor

8
¢
3
2
4

T3
~
:
¢

Bupati Banyumas Tahun 2013.

Dibuat di =

padatanggal ..ol

KEPALA DESA/LURAH

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas



MODEL F6 — PPK/PPS/KPPS Ii

SURAT JJIN

Menunjuk surat Keputusan Penetapan ... e *)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama S RSO P PP PPUSURUT PPN
NIP L e e e e e e e e e e
Pangkat/Golongan: ... ...
Jabatan PP T PSP

Nama et eeeeeeeeeeeeeeteeusseeateestesieeesseeeeeesecieeesessseesiesetessiesieiisestieeasineraeeiannans
NIP PSPPI
PangKat GOIOM AT .. . . e e
Jabatan PP
Jenis Kelamin P

Untuk menjadi anggota PPK/PPS/KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun
2013, dengan ketentuan wajib menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Demikian surat ijin ini dibuat untuk dipergunakan bukti pemenuhan syarat calon anggota
PPK/PPS/KPPS.

Yang Memberi Ijin
Pembina Kepegawaian/Atasan Langsung

Tembusan Kepada Yth:

Bupati Banyumas;
Ketua KPU Kabupaten Banyumas;
Kepala BKD Banyumas; jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

Kenala Incenektorat Kabunaten Banvimas

AU N



Nomor
Lampiran
Perihal

Contoh

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN ...
DESA /KELURAHAN .......ccocooiiriiiecire e
; , Kepada
- Usulan Calon Yth. Ketna KPUJ
Anggota PPS : Kabupaten Banyumas
Di
Banyumas

Bersama ini kami kirimkan usulan Calon Anggota PPS

Kecamatan ...........cccceeeeeviii. Atas nama :

Guna proses selanjutnya kami lampirkan berkas persyaratan calon

anggota PPS ...

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

BPD / BP Kel Kepala Desa/Lurah

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas



MODEL F7 - PPDP

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama L ettt et eeeeieaieeeeeeteeeeeehheeeeseeeteeeehe et e e aetbtee e e st e e e e e et a e e e e

Tempat/Tanggal Lahir ..ot

Kebangsaan L ettt et e et te et et e e e et e e e eb b e teseare e

Jenis Kelamin D S T PP

Pekerjaan © e e et eeeee oo tereeeeeeereeeeeetteteeieaiae e e e e rebeaa et et aaeae e e ebbaeneae e

Alamat Tempat Tinggal : ... e
Telp: oo

Bupati Banyumas Tahun 2013.
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan

syarat calon PPDP Pemiithan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2012,

Banyumas, 2012

Yang membuat pernyataan

esreeny

Meterai :
Rp 6000,

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas



Banyumas, 2012

Lamp. : ..o
Perihal : Lamaran Menjadi Anggota PPK
Kepada

Yth. Ketua Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Banyumas
Di
Banyumas

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Dengan ini mengajukan lamaran untuk menjadi Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) Kecamatan ............................... pada Penulihan Umum Bupati

dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

2. Pas Foto 4x6 sejumlah 3 (tiga) lembar;

3. Surat Keterangan-...............................
4, SuratPernyataan ......................co.oenne.
5. Foto copy ijazah terakhir

6.

Sedangkan kelengkapan Administrasi lain akan saya penuhi setelah

terpilih/ditetapkan menjadi Anggota PPK.

Demikian surat lamaran ini saya buat dan atas perkenannya permohonan ini saya

ucapkan terima kasth.

Hormat Saya

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas



Banyumas, 2012

Lamp. @ .o
Perihal : Lamaran Menjadi Anggota PPS
Kepada

Yth. Ketua Komisi  Pemilihan
Umum Kabupaten Banyumas
Di
Banyumas

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Dengan ini mengajukan lamaran untuk menjadi Anggota Panitia Pengutan Suara
(PPS) desa/kelurahan .....................coeen. pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Banyumas Tahun 2013.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :
i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Pas Foto 4x6 sejumlah 3 (tiga) lembar;

2

3. SuratKeterangan .....................
4, SuratPernyataan ...................cooeiiinns
5

Foto copy ijazah terakhir

o

Sedangkan kelengkapan Administrasi lain akan saya penuhi setelah

terpilib/ditetapkan menjadi Anggota PPS.

Demikian surat lamaran ini saya buat dan atas perkenannya permohonan ini saya

ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas



